ABSTRAK

Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menegaskan bahwa
Pengadilan memiliki kewenangan absolut untuk mengadili sengketa ekonomi
syariah. Penting diketahui bahwa sengketa ekonomi syariah dapat pula diselesaikan
melalui jalur non litigasi yaitu melalui badan Arbitrase. DalamUndang-Undang Nomor
30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menegaskan
bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili sengketa yang berklausula
Arbitrase. Namun kenyataannya terdapat sengketa berklausula Arbitrase yang diadili
bahkan diputus oleh sebuah Pengadilan Agama, vyaitu perkara nomor
882/Pdt.G/2010/PA.Sit. Fakta di atas menarik perhatian penulis untuk meninjau lebih
dalam terkait dasar Pengadilan Agama menerima perkara yang jelas-jelas
mengandung perjanjian Arbitrase.

Dalam penelitian ini, terdapat dua rumusan yaitu: 1) Apa yang mendasari
Pengadilan Agama berwenang mengadili sengketa yang terikat dalam perjanjian
Arbitrase? 2) Apa implikasi hukum atas putusan Pengadilan Agama mengadili
sengketa yang terikat dalam perjanjian Arbitrase?

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian yuridis normatif atau penelitian
hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dengan menggunakan
pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), dan pendekatan kasus (Case
Approach). Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan
Agama, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan
berkas putusan perkara Nomor 882/Pdt.G/2010/PA.Sit.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tiga hal yang menjadi
dasar pertimbangan Pengadilan Agama menerima, mengadili dan memutus perkara
yang terikat dalam perjanjian Arbitrase. Yaitu: 1) Karena berdasarkan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, sengketa ekonomi syariah
adalah termasuk dalam wewenang absolut Pengadilan Agama. 2) Karena tidak
adanya eksepsi dari pihak tergugat, sehingga diamnya pihak tergugat oleh majelis
hakim dipandang setuju untuk merevisi isi perjanjian yang semula melibatkan badan
Arbitrase sebagai lembaga yang dipilih untuk menyelesaikan sengketa yang akan
timbul di kemudian hari. 3) karena nilai dan objek sengketa yang tidak terlalu besar
untuk diselesaikan di BASYARNAS yang hanya ada satu kantor pusat di Ibu Kota
Jakarta. Menurut hasil analisis dengan menggunakan berbagai teori yang ada, ketiga
dasar pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama sebagaimana termaktub di
atas tidak relevan atau bertentangan dengan berbagai teori yang ada, sehingga
putusan yang dihasilkan secara hukum masih kontroversial dan tidak memiliki
kekuatan hukum tetap.
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